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PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEHUTANAN

AMWIZAR "
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ABSTRAK

Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) sebagai pemelihara
kamtibmas, penegak hukum, pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat,
selain dituntut untuk mengambil tindakan hukum, juga dituntut memiliki
kemampuan untuk mengantisipasi secara dini melalui peningkasen kesadaran
hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian
hutan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentuk
tindak pidana di bidang kehutenan yang terjadi di Sumatera Utara, peran dan
kendala yang dihadapi oleh Polda Sumut dalam penegakan hukum terhadap
tindak pidana kehutanan ?

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan
menggunakan metode pengumpulan data library research dan field research,
yang kemudian analisis berdasarkan metode kualitatif.

Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kehutanan yang
terjadi di Sumatera Utara terdiri dan pembakaran dan kebakaran, penebangan
liar dan perambahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat, perambahan dan
penguasaan kawasan hutan melakukan pembersihan lahan (land clearing)
untuk dijadikan perkebunan, perdagangan kayu-kayu hasil tebangan yang tidak
syah baik dari tebangan liar maupun dengan dokumen yang tidak sah.
Kepolisian Daerah Sumatera Utara berperan dalam penegakan hukum tindak
pidana kehutanan melalui upaya preventif dan reftesif dan melaksanakan kerja
sama dengan instansi terkait dalam penegakan tindak pidana kehutanan seperti
Dinas Kehutanan, Kejaksaan, Pengadilan dan pihak lainnya yang terkait.
Dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana di bidang kehutanan
oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara terdapat beberapa kendala, antara lain
kendala yuridis dan kendala teknis

Kata Kunci: - Polri
- Penegakan Hukum
- Tindak Pidana Kehutanan

Y Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan
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The Regional Police’s Role of North Sumatra
in Law Enforcement of Criminal on Forestry

Amwizar *
Suhaidi ™
Arif "

Abstract

Regional Police of North Sumatra as people order keeper, law enforcer,
protector and servant of people will be also expected to take the legal
measures, and to have the capacity to anticipate early the legal awareness
through conservation of forest. The formulated problem in this research is
what is the type of criminals in forestry sector occurring in North Sumatra, the
role and obstacles faced by the Regional Police of North Sumatra in enforcing
the law on forestry criminally?

This research used juridical and normative approach by using the data
collection method of library research and field research, and then analyzed
qualitatively.

From the research, it could be then concluded that the forestry criminals
occurring in North Sumatra consisted of fire, illegal logging and deforestation
conducted by people, and land clearing of forest for plantation, timber trading
without valid documents. Regional Police of North Sumatra played the role in
law enforcement of foreswry criminals through preventive and repressive
approach and to build collaboration with related instances in enforcing the law
of forestry criminals including Forestry Board, Judge, Court and so on. There
is some problem faced by Regional Police of North Sumatra in law
enforcement of forestry criminals, including juridical and technical problem.

Keywords:  Police of Republic of Indonesia
Law enforcers
Forestry Criminals.
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara tropis yang ditumbuhi beranekaragaman
pepohonan dengan daunnya yang hijau rimbun dan membentuk hutan. dimana
pepohonan yang tumbuh subur di wilayah hutan yang bersifat heterogen yang
secara terus menerus memproduksi oksigen (O,;) dan menetralisasi atau
memberikan zat asam arang/karbondioksida (CO,). hal ini merupakan salah
satu daya tarik tesendiri bagi wisatawan bagi lokal maupun mancanegara
sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi sebahagian masyarakat di
kawasan hutan.

Namun kemampuan hutan dan lingkungannya untuk menjamin
kepentingan hidup manusia dapat dirusak oleh manusia itu sendiri, manusia
terlalu terobsesi oleh kepentingan hidupnya, sedangkan pemeliharaan hutan
dan lingkungan yang menjadi tanggungjawabnya terabaikan.

Dengan semakin meningkatnya peradapan manusia dan kemajuan
Zaman saat ini, maka manusia berlomba-lomba untuk menguras sumber-
sumber kekayaan alam yang terdapat pada hutan, dengan tujuan yang bukan
lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok saja melainkan sudah

bertujuan untuk memperkaya diri. Tanpa disadari manusia telah menghabiskan
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hasil-hasil hutan sehingga pemeliharaan sumber-sumber kekayaan alam yang
terdapat didalamnya terabaikan.

Hutan sebagai salah satu kekayaan alam dan sumber kehidupan
manusia, yang telah dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, juga sebagai
tumpuan masa depan kesejahteraan manusia dan warisan bagi anak cucu kita
nantinya, sehingga merupakan tanggungjawab manusia dalam pendayagunaan
dan pengeloaannya mempertimbangkan keseimbangan hutan, agar kemampuan
dan fungsi hutan dapat terus dipertahankan.

Selanjutnya, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun
1999 Tentang Kehutanan (UU Kehutanan), perihal menimbang yang
menyebutkan : bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha
Esa yang dianugrahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang
dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serba guna bagi umat manusia,
karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta
dijaga kelestariaanya untuk sebesar-besarmya kemakmuran rakyat, bagi
generasi sekarang maupun generasi mendatang.”

Serta sejalan dengan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan
alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, penyelenggaraan kehutanan
senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan

berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan
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